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Penanganan Bencana, DPR Dorong Perppu

JAKARTA-DPR mendorong pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) untuk memper-
cepat penanggulangan bencana di tanah air.

“Tim Pengawas DPR menganggap perlu
penerbitan Perppu terkait penanggulan
bencana untuk mempercepat pelaksanaan
penanggulangair dampak bencana,” kata
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat rapat
koordinasi Tim Pengawas Bencana DPR

dengan sejumlah kementerian, lembaga,

kepala daerah di Kompleks Parlemen,
Senayan, Rabu (13/3).

Rapat yang dipimpin oleh wakil ketua
DPR itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan
dari Kementerian Perekonomian, Kemen-
terian Keuangan, Kementerian Sosial,
Kementerian PMK, sejumlah DPRD dan
kepala daerah.

Menurut Fahri, Undang-Undang Pe-
nanggulangan Bencana terdaftar sebagai
Undang-Undang Nomor 24/2007. Perppu
diperlukan untuk mempercepat penang-
gulangan bencana.
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Dalam rapat, Fahri Hamzah sempat m
nyinggung sejumlah keluhan dari para
korban bencana, salah satunya yakni, pe-
nyaluran santunan dari pemerintah pusat.
“Karena itu, kami meminta pemerintah
untuk segera merealisasikan jaminan hi-
dup, maupun santunan lainnya bagi warga
yang belum tuntas tersebut,” katanya.

Fahri meminta kepada pemerintah un-
tuk memperbaiki data penetima bantuan
program salah satunya BPJS subsidi dan
jaringan pengamanan sosial lainnya. Ia
ingin data tersebut disesuaikan dengan
data korban gempa.

“Untuk merespons beberapa temuan

tersebut, maka pada rapat kerja hari ini,

kita ingin fokus agar pihak pemerintah
menjawab beberapa isu itu,” katanya.

Dia juga meminta kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk
mengevaluasi sistem pembiayaan kenda-
raan penanganan bencana.

Selain itu, Fahri juga meminta BNPB,
menyampaikan rencana realisasi lanjutan

untuk dana stimulan bantuan pembangu-
nan rumah, termasuk rencana pembijayaan
pembangunan fasilitas publik pada daerah
terampak gempa; khususnya di Nusa Teng-
gara Barat (NTB). ‘
‘“Kami berharap BNPB.menyampaikan
proses pemutakhiran data gempanisasi
untuk penerima-banttan stimulan pem-
bangunan rumah. Juga evaluasi kelem-
bagaan penanganan bencana yang meng-
gunakan struktur ad hoc,” ujarnya.

* Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul

Akhyar mengatakan, pihaknya sudah meneri-
ma dana Rp1,7 triliun untuk pembangunan
rumah warga yang hancur karena gempa.

Namun, dana tersebut masih kurang sekitar

Rp1,8 triliun. Sebab, ada 73.482 rumah rusak
milik warga yang hartis dibangun kembali.

“Sekarang kita usahakan kita minta ke , ]

pemerintah pusat supaya dana segera di-
transfer. Masyarakat kita kan mulai mem-
bangun, jangan sampai karena baru diki-
rim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan
karena belum ada uang,” kata Najmu. (aen)
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